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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi 

Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan 

Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2021 

dengan menggunakan prinsip value for money yang terdiri atas rasio ekonomis, 

rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian deskriptif dengan data kuantitatif yang berupa Laporan Realisasi 

Anggaran tahun 2019-2021. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera 

Utara ditinjau dari rasio ekonomis sudah ekonomis karena realisasi belanja masih 

dibawah anggaran belanja, namun terjadi penurunan atas kinerjanya. Ditinjau dari 

rasio efisiensi selalu mengalami penurunan karena setiap tahunnya mengalami 

kerugian atau defisit. Dan ditinjau dari rasio efektivitas tergolong efektif karena 

mampu melebihi dan mendekati target pendapatan yang telah ditetapkan.  

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pengukuran Kinerja, Laporan Realisasi 

Anggaran, Value for Money, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntansi sektor publik di Indonesia telah berkembang pesat seiring 

dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan UU Nomor 32 

Tahun 2004. Hak otonomi daerah memberikan kebebasan setiap organisasi sektor 

publik di masing-masing daerah untuk mengolah dan meningkatkan kinerjanya, 

demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya. Namun pada 

kenyataannya, organisasi sektor publik sering menjadi tempat inefisiensi, 

pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang sering merugi. 

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan daerahnya. 

Dalam setiap organisasi hal utama yang harus diperhatikan ialah kinerja. Setiap 

organisasi mempunyai kriteria dalam mengukur kinerja sesuai dengan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat berupa apa saja tujuan atau target yang ingin 

dicapai. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi 

dalam mencapai tujuan atau targetnya apakah sudah ekonomis, efisien, dan efektif. 

Pengukuran kinerja harus berdasarkan karakteristik operasional organisasi untuk 

mendefinisikan indikator dan pengukuran yang digunakan. 

Tugas utama pemerintah selaku organisasi sektor publik adalah untuk 

menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kinerja instansi pemerintah saat ini 
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menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap 

penyelenggaraan administrasi publik. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan 

terhadap pertanggung jawaban para penyelenggara atas kepercayaan yang 

diamanatkan kepada mereka. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan yang diatur 

dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai 

dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan good 

governance, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, 

responsif, dan akuntabel. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 

melaporkan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan untuk 

menyejahterakan masyarakat.  

Kinerja organisasi menurut Surjadi (2009:7) adalah totalitas hasil kerja yang 

dicapai suatu organisasi. Tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu 

organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai 

tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.  

Kinerja organisasi sektor publik adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

sekelompok orang di dalam suatu organisasi publik dengan wewenang dan 

tanggungjawab yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya. Sehingga dengan 

adanya kewenangan dan tangungjawab yang diberikan kepada aparatur organisasi 

sektor publik diharapkan mampu memberikan pelayanan prima yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sistem yang 

bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi 

melalui alat ukur keuangan (finansial) dan non-keuangan (nonfinasial). Sistem 

pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai alat pengendalian suatu organisasi 

dengan menetapkan reward and punishment system. 
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Menurut penulis, kinerja organisasi adalah suatu hasil kerja dalam pencapaian 

pelaksanaan tugas suatu organisasi. Maka kinerja organisasi sektor publik adalah 

hasil kerja yang dicapai oleh sekelompok orang suatu organisasi publik dalam 

menjalankan tugasnya. 

Pengukuran kinerja dalam instansi pemerintah merupakan alat manajemen 

untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hal ini 

bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

visi dan misi suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja keuangan untuk 

kepentingan publik dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memulihkan kinerja 

dengan membandingkan sistem dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga 

digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan 

pemerintah daerah pada periode berikutnya. Ukuran kinerja pemerintah daerah 

berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat dilakukan dengan konsep value for 

money, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. 

Menurut Mardiasmo (2009: 04), Value for Money merupakan konsep 

pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, 

yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Value for Money merupakan inti dari 

pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Pada konsep value for money juga 

mengukur apakah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik telah 

memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tujuan 

yang dikehendaki oleh masyarakat dalam value for money ialah ekonomis (hemat) 

dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan 
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sumber daya diminimalkan dan hasil dimaksimalkan, dan efektif (berhasil guna) 

dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. 

Dalam organisasi sektor publik, kinerja keuangan merupakan hal yang sangat 

penting untuk dikaji. Sejak diterapkannya anggaran berbasis kinerja setiap 

organisasi sektor publik terutama pemerintahan dituntut agar mampu menghasilkan 

kinerja keuangan pemerintah yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang laporan 

keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan 

mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh 

pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. 

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang digunakan untuk 

mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Laporan realisasi anggaran yang 

dipublikasikan pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang sangat 

bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan (Sihombing, 2008). Jika dibandingkan 

dengan laporan neraca, laporan realisasi anggaran menduduki sebagai prioritas 

yang lebih penting.  

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat kita 

lihat dari Laporan Realisasi Anggaran, menjadi salah satu Laporan 

pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran dalam 

pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. 

Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya 

publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. 

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, Pertama 
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untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimasudkan untuk 

membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, 

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan 

pelayanan publik. Kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan 

keputusan. Ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan 

memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004: 121). Oleh karena itu, 

laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban 

keuangan instansi atau daerah yang dinilai paling utama. Berdasarkan laporan 

realisasi anggaran tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja. 

Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara (Disnaker Provsu) 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di provinsi Sumatera Utara. 

Disnaker Provsu mempunyai tugas melaksanakan urusan tenaga kerja dan 

transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada 

daerah provinsi. 

Tabel 1.1 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2019-2021 

 (dalam Rupiah) 

Tahun 
Pendapatan Belanja 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 

2019 2.362.458.000 1.777.481.300 54.462.365.423 49.453.131.346 

2020 1.505.000.000 2.066.757.700 44.100.158.875 41.893.912.917 

2021 1.910.000.000 1.769.698.740 50.200.740.052 47.022.066.385 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara 

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa kinerja Disnaker Provsu pada tahun 2019 

dengan anggaran sebesar Rp 2.362.458.000 dan tahun 2021 dengan anggaran 
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sebesar Rp 1.910.000.000 tidak mampu mengumpulkan pendapatan sesuai 

anggaran. Namun pada tahun 2020 dengan anggaran Rp 1.505.000.000 mampu 

melampaui anggaran pendapatan yang ditetapkan. Sedangkan dilihat dari aspek 

belanja Disnaker Provsu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan 

anggaran masing-masing sebesar Rp 54.462.365.423, Rp 44.100.158.875 dan        

Rp 50.200.740.052 mampu melakukan kegiatan belanja tanpa melebihi anggaran 

yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dilihat secara umum bahwa kinerja Disnaker 

Provsu dapat dikatakan baik karena sudah ekonomis dan efektif meskipun belum 

efisien dalam pengelolaan keuangannya. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisis laporan realisasi anggaran 

pada Dinas Tenaga Kerja dan Tekonologi Provinsi Sumatera Utara dengan 

menggunakan tiga analisis yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi, serta rasio 

efektivitas. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for Money pada Dinas Tenaga Kerja 

dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan pada tahun 2019 

dan 2021. 

2. Anggaran belanja yang telah ditetapkan belum terealisasikan secara optimal. 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran 

tahun 2019-2021 pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara 

yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu instansi pemerintah, terutama untuk 

mengukur kinerja keuangan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi 

Sumatera Utara berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2019-2021 

jika ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi 

Provinsi Sumatera Utara berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 

2019-2021 jika ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaatnya antara lain adalah:  

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang akuntansi.  
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2. Bagi Institusi 

Melalui penelitian ini dapat memberikan masukan untuk Dinas Tenaga 

Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara tentang penilaian kinerja 

dengan konsep value for money sebagai evaluasi atas kinerja yang sudah 

dicapai demi peningkatan pelayanan di periode berikutnya. 

3. Bagi Universitas 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi 

tambahan mengenai organisasi sektor publik bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Uraian Teori 

1. Akuntansi Sektor Publik 

a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi memiliki banyak definisi. Akuntansi merupakan suatu jasa yang 

terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau 

transaksi-transaksi ekonomi yang menghasilkan suatu informasi dalam rangka 

mengambil keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu. 

Sektor publik merupakan semua yang berhubungan dengan kepentingan publik 

serta penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik.  

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai jasa yang terdiri dari 

mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi-transaksi 

ekonomi yang menghasilkan suatu informasi dalam rangka mengambil 

keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu, yang diterapkan 

pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan 

departemen-departemen dibawahnya. 

Menurut Dwi Ratmono (2015), akuntansi sektor publik adalah proses 

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan 

dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang 

bermanfaat bagi pihak eksternal. 
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Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan 

perlakuan akuntansi pada domain publik (Mardiasmo, 2009). American 

Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan 

akuntansi dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang 

diperlukan untuk mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang 

dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta 

memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan 

pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana 

publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik berkaitan dengan penyediaan 

informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Untuk mencapai 

tujuan akuntasi pada organisasi sektor publik, maka perlu dilakukan peningkatan 

terhadap efektivitas penerapan akuntansi, khususnya pada akuntansi sektor 

publik. 

Pada umumnya organisasi sektor publik sering diartikan sebagai 

organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya 

untuk kepentingan publik maka organisasi sektor publik biasanya tidak 

berorientasi pada laba  (profit) sebagai tujuan akhirnya. Organisasi sektor publik 

memiliki tujuan, karakteristik, struktur dan proses, serta lingkungan operasional 

yang berbeda dengan sektor privat atau sektor swasta. 

Organisasi sektor publik sebagian besar adalah merupakan suatu 

organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Adapula yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk mulai dari 

organisasi yang menyelenggarakan pendidikan, organisasi yang bergerak di 

bidang sosial sampai dengan organisasi yang bidangnya sangat khusus seperti 
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beasiswa. Dengan kata lain organisasi sektor publik adalah government 

(pemerintah) yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, dimana 

pemerintah diberi kekuasaan oleh masyarakat untuk mengatur dan menjamin 

pemenuhan kebutuhan barang dan jasa publik yang berdasarkan hukum. 

Untuk melakukan pengelolaan organisasi sektor publik agar dapat 

meningkatkan layanan publik dan penghematan biaya yang akan dikeluarkan 

untuk pelayanan publik, maka perlu adanya value for money dalam menjalankan 

kegiatannya, dimana value for money mendasarkan pada 3 elemen utama yaitu 

ekonomi, efisiensi dan efektivitas. 

b. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik 

Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang 

dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara 

selama lebih dari lima puluh tahun ini. Oleh karena itu, penerapan dan 

perlakuan akuntansi pada wilayah publik berhubungan erat dengan akuntansi 

sektor publik.  

Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang memiliki ruang 

lingkup meliputi semua lembaga pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan unit-unit kerja pemerintah), organisasi nonlaba dan departemen-

departemen dibawahnya, seperti yayasan, organisasi politik, perguruan tinggi, 

kesehatan, sekolah, organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) dan organisasi-organisasi nonlaba lainnya. 
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c. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi sektor publik merupakan suatu aktivitas yang memiliki target 

atau tujuan untuk mencapai hasil tertentu dimana hasil tersebut harus memiliki 

manfaat bagi publik. 

Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik memiliki perbedaan dengan 

akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik tersebut disebabkan 

karena adanya perbedaan lingkungan yang memengaruhi. Akuntansi sektor 

publik biasanya digunakan oleh organisasi pemerintah daerah maupun pusat. 

Peran akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

d. Tujuan Akuntansi Sektor Publik 

American Accounting Association (Glynn, 2013) membagi tujuan 

akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk: 

1) Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola secara tepat, 

efisiensi, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang 

telah dipercayakan kepada organisasi.  

2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi instansi untuk 

melaporkan pelaksanaan tanggungjawab agar dapat mengelola secara tepat 

dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi 

wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk 

melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan 

dana publik. 
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2. Value For Money 

a. Pengertian Value for Money 

Perluasan Konsep pada sektor publik yang memiliki konsep 3E (economy, 

efficiency, effectiveness) diperluas dengan menambahkan equity (keadilan) 

dimana semua masyarakat mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh 

pelayanan, tanpa adanya diskriminasi. Prinsip keadilan berkaitan dengan 

kesetaraan (equality), yaitu prinsip di mana pemerintah menerapkan 

pemerataan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan mengutamakan 

pelayanan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan (Pandapotan, 2021:32). 

Value for Money merupakan suatu indikator kinerja organisasi sektor 

publik untuk menilai suatu kinerja pada perusahaan publik yang juga 

digunakan untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas segala kegiatan 

pada organisasi sektor publik tersebut. 

Value for money merupakan suatu konsep untuk menilai kinerja suatu 

organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, 

tetapi menggunakan aspek non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan 

suatu program kerja sektor publik. Konsep value for money sering disebut 

sebagai inti pengukuran kinerja sektor publik karena merupakan konsep 

penting dalam organisasi sektor publik.  

Menurut Mahmudi (2007) dalam Halim dan Kusufi (2013:132) Value for 

money juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal 

ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan 

sebagaimana mestinya. 
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Konsep pengelolaan organisasi sektor publik dengan Value for money 

mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu: 

1) Ekonomis yaitu perolehan sumber daya dengan kualitas tertentu pada 

harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan antara sumber 

daya dengan biaya sumber daya yang dinyatakan dalam satuan moneter. 

Hal ini terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat 

meminimalisir atau menghemat penggunaan sumber daya dengan 

menghindari pengeluaran yang boros. 

Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis apabila bisa 

menghilangkan atau mengurangi pengeluaran biaya yang tidak perlu. 

Penggunaan sumber daya dibawah anggaran menunjukkan adanya 

penghematan, sebaliknya penggunaan sumber daya yang melebihi 

anggaran menunjukkan adanya pemborosan. 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 × 100% 

 

Adapun kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Kriteria Ekonomis 

 

Persentase Kinerja Kriteria 

100% Keatas Sangat Ekonomis 

90% - 100% Ekonomis 

80% - 90% Cukup Ekonomis 

60% – 80% Kurang Ekonomis 

Kurang Dari 60% Tidak Ekonomis 

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 
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2) Efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep 

produktivitas. Pengukuran efisiensi ini dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara sesuatu yang dihasilkan terhadap sumber daya yang 

digunakan.  

Proses kegiatan operasional bisa dikatakan efisien apabila suatu produk 

atau hasil kerja tertentu dapat di capai dengan penggunaan sumber daya 

dan dana yang serendah-rendahnya. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 × 100% 

 

Adapun kriteria efisiensi dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi 

 

Persentase Kinerja  Kriteria 

100% Keatas Tidak Efisien 

90% - 100% Kurang Efisien 

80% - 90% Cukup Efisien 

60% – 80% Efisien 

Kurang Dari 60% Sangat Efisien 

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 

 

3) Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau 

target suatu organisasi. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila 

proses kegiatan tersebut mencapai tujuan atau sasaran akhir kebijakan. 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 × 100% 
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Adapun kriteria efektivitas dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut:  

Tabel 2.3 Kriteria Efektivitas 

 

Persentase Kinerja  Kriteria 

100% Keatas Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% – 80% Kurang Efektif 

Kurang Dari 60% Tidak Efektif 

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 

 

b. Manfaat Value for Money 

Value for Money memiliki manfaat yang penting bagi pengukuran kinerja 

suatu organisasi sektor publik. Value for Money dapat meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai dengan tujuan atau target yang ingin 

dicapai. Hingga tercipta mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber 

daya yang efisien, ekonomis dan efektif. 

3. Penganggaran Sektor Publik 

a. Pengertian Anggaran Sektor Publik 

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif selama periode waktu tertentu dan biasanya 

dinyatakan dalam satuan uang, tetapi juga dapat dinyatakan dalam satuan 

barang. Secara garis besar, anggaran adalah alat manajemen untuk mencapai 

suatu tujuan. Sehingga untuk menggunakannya sebagai bahan taksiran 

diperlukan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang 

bersifat tak terkendali. Hal ini dikarenakan data dan informasi tersebut akan 

mempengaruhi keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran.   



17 
 

 

Sedangkan dari pandangan sektor publik, menurut Harun (2008: 100) 

anggaran merupakan pernyataan kuantitatif dari perencanaan badan 

pemerintah yang dinyatakan baik dalam bentuk fisik maupun keuangan atau 

keduanya. 

Proses dan metode untuk mempersiapkan suatu anggaran disebut 

penganggaran. Penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan 

penganggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi pedoman 

kerja, alat pengorganisasian kerja, dan alat pengawasan kerja. 

Pada sektor publik, anggaran dianggap sebagai alat akuntabilitas publik di 

dalam mengelola dana publik dan program-program yang didanai dengan uang 

publik sehingga anggaran pada sektor publik justru harus diinformasikan untuk 

didiskusikan secara terbuka. 

 

b. Fungsi Anggaran Sektor Publik 

Anggaran berada dalam ruang lingkup akuntansi manajemen, yang mana 

memiliki beberapa fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Anggaran dari Aspek Mikro 

Peran anggaran dari aspek mikro mengacu pada fungsi penganggaran 

dalam sistem perencanaan dan pengendalian manajemen organisasi. 

Berikut ini fungsi anggaran dari aspek mikro, yaitu: 

a. Anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sektor publik dibuat 

untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh 

pemerintah, jumlah biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang 

diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. 
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b. Anggaran sebagai alat pengendalian, digunakan untuk menghindari 

adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending), pengeluaran 

terlalu rendah (underspending), salah sasaran (miss appropriation) 

atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending). 

c. Anggaran sebagai alat politik, pada organisasi sektor publik, 

anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitemen 

eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana untuk 

kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk menetapkan 

prioritas dan kebutuhan keuangan untuk prioritas tertentu. 

d. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, sebuah bagian 

atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat 

mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan 

dilaksanakan oleh bagian/unit kerja lainnya melalui dokumen 

anggaran yang komprehensif. 

e. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, anggaran adalah suatu 

ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja 

telah mencapai tujuan, baik dalam hal terlaksananya suatu kegiatan 

maupun terpenuhinya efisiensi biaya. 

f. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran digunakan untuk 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

g. Anggaran sebagai alat motivasi, anggaran dapat digunakan sebagai 

alat untuk memotivasi manajer dan karyawannya untuk bekerja 

secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan 

sasaran yang ditetapkan organisasi. 
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h. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik, keterlibatan 

langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan 

mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun 

rencana kerja pemerintah (daerah), sedangkan keterlibatan secara 

tidak langsung dapat melalui perwakilan rayat di lembaga legislatif. 

 

2. Fungsi Anggaran dari Aspek Makro 

Anggaran sektor publik dapat berperan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi pemerintah yaitu melakukan alokasi, distribusi dan stabilisasi. 

Fungsi anggaran dari aspek makro antara lain: 

a. Anggaran sebagai alat alokasi, anggaran sektor publik berfungsi 

sebagai suatu alat alokasi yaitu untuk mengalokasikan anggaran 

kedalam urusan, fungsi, organisasi, dan program kerja. 

b. Anggaran sebagai alat distribusi, anggaran berfungsi untuk 

mendistribusikan pendapatan atau sumber daya publik agar terjadi 

pemerataan keadilan ekonomi, melalui anggaran sektor publik 

ketimpangan ekonomi antar daerah dan antar masyarakat miskin 

dengan yang kaya dapat dikurangi. 

c. Anggaran sebagai alat stabilisasi, anggaran sektor publik berfungsi 

sebagai alat stabilisasi yaitu untuk menciptakan stabilisasi ekonomi, 

sosial, dan politik. 

 

c. Tujuan Anggaran Sektor Publik 

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang sangat penting 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan 
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pemerintah untuk melayani dan menyejahteraan rakyat. Beberapa karakteristik 

tujuan pokok dari adanya anggaran sektor publik, yaitu sebagai berikut: 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau 

beberapa tahun, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. 

3. Anggaran berisi komitmen atau kemampuan manajemen untuk 

mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. 

4. Anggaran yang diusulkan ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang 

yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 

5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat dalam kondisi tertentu. 

 

d. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik 

Adapun jenis-jenis anggaran sektor publik secara umum dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Anggaran Operasional 

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan 

sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. 

2. Anggaran Modal 

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan 

pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, 

perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak memiliki 

uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. 
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3. Anggaran Pengesahan 

Anggaran ini dibagi kedalam anggaran tentattif (tentative) dan 

anggaran enaced. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak 

memerlukan pengesahan dari lembaga legislaltif karena 

kemunculannya dipicu oleh hal-hal tidak direncanakan sebelumnya. 

Sebaliknya, anggaran enaced adalah angaran yang direncanakan, 

kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif. 

4. Anggaran Dana Alokasi Umum 

Dana alokasi umum adalah jumlah dana yang dialokasikan setiap tahun 

kepada setiap Daerah Otonom (provinsi, kabupaten, kota) di Indonesia 

sebagai dana pembangunan. 

5. Anggaran Dana Alokasi Khusus 

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan 

tertentu. 

 

e. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik 

Proses penyusunan anggaran sektor publik mengomunikasikan tujuan 

organisasi kepada para pengelola organisasi, pengalokasian sumber daya, 

penyediaan umpan balik, dan motivasi pegawai. Proses penganggaran harus 

distandarkan dengan menggunakan anggaran manual, format anggaran, dan 

prosedur formal. Proses penyusunan anggaran juga harus menyesuaikan pada 

kebutuhan, konsistensi dengan struktur organisasi, dan mempertimbangkan 

sumber daya manusia. Proses penganggaran menetapkan tujuan dan kebijakan, 

merumuskan pembatas, menyebutkan satu persatu sumber daya yang 
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dibutuhkan, menguji kebutuhan spesifik, menyediakan fleksibilitas, 

memasukkan asumsi, dan mempertimbangkan batasan. Proses penyusunan 

anggaran pada organisasi sektor publik, yaitu: 

1) Persiapan Anggaran (Preparation) 

Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang 

akan dipakai. Kemudian, setiap unit diarahkan mengajukan anggaran yang 

selanjutnya akan dikonsilidasi oleh bagian anggaran. Setelah diperiksa dan 

mendengar pendapat semua unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala 

pemerintahan. 

2) Persetujuan Lembaga Legislatif (Legislative Enactment) 

Setelah persiapan anggaran selesai disusun oleh eksekutif, tahap selanjutnya 

adalah pembahasan dan pengesahan oleh anggota dewan legislatif sebagai 

pelaksana hak anggaran. Pembahasan di dewan meliputi pembahasan di 

tingkat komisi atau badan anggaran dan pembahasan di tingkat sidang 

paripurna dewan. Anggaran akan diajukan ke lembaga legislatif untuk 

mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif (terutama 

komite anggaran) akan mengadakan pembahasan untuk memperoleh 

pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran 

tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat (public hearing) 

sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya. 

3) Administrasi (Administration) 

Setelah anggaran disetujui atau disahkan, anggaran akan dilaksanakan, baik 

pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja 

yang telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini, 
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dilakukan juga proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan 

dan belanja yang terjadi. 

4) Pelaporan (Reporting) 

Realisasi atas pelaksanaan anggaran dilaporkan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Pelaporan dilakukan pada 

akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung 

selama proses pelaksanaan. 

5) Pemeriksaan (Pos-Audit) 

Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa (diaudit) oleh 

sebuah lembaga pemerintah independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi 

suatu masukan atau umpan balik (feedback) untuk proses penyusunan 

anggaran pada periode berikutnya. 

 

f. Laporan Realisasi Anggaran 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan 

realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan 

realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi 

yang berdampingan tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan. 

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat 

ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif 

sesuai dengan perundang-undangan. 

Manfaat laporan realisasi anggaran yaitu untuk menyediakan informasi 

mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan 
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pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan 

dengan anggarannya dan memberikan informasi yang berguna dalam 

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai 

kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode yang akan datang dengan 

menyajikan laporan secara komparatif. 

 

4. Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

a. Pengertian Kinerja Sektor Publik 

Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik tidak dapat diukur semata-

mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan 

tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak 

mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur 

dari kinerjanya. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil 

dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kegiatan yang 

telah dilaksanakan apakah telah mencapai keberhasilan sesuai dengan target 

yang telah direncanakan (Indrayani & Khairunnisa, 2018). Menurut Pilat & 

Morasa (2017) “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang 

bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi 

melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.” Sedangkan menurut Ardila & 

Putri (2015) “Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting 

untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak 
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diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut 

untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik.” 

Dalam konteks individu, kinerja dapat berupa hasil yang telah dicapai atas 

apa yang telah dilakukan. Sedangkan dalam konteks organisasi, kinerja dapat 

berupa hasil pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Namun pada dasarnya 

kinerja tetaplah hal yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran. 

Jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan 

maka kinerjanya tidak baik. Jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang ditetapkan maka kinerjanya baik. Dan jika hasil yang dicapai 

melebihi tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka kinerjanya sangat baik.  

Pengukuran kinerja berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penilaian 

kinerja, yaitu untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, 

program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis yang 

menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah 

apakah telah mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan pada saat 

perencanaan. Pengukuran kinerja diawali dengan proses penetapan indikator 

kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

unit kerja sektor publik untuk memantau kinerjanya dalam menghasilkan 

output dan outcome terhadap masyarakat. 

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai pertanggungjawaban 

organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Sistem 

reward dan punishment digunakan sebagai cara untuk memperkuat sistem 
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pengukuran kinerja. Menurut Mardiasmo (2002), sistem pengukuran kinerja 

sektor publik adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu organisasi 

dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non 

finansial.  

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi tersebut mampu 

melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

standar yang tinggi tetapi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi 

suatu organisasi akan tercapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh 

organisasi tersebut dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. 

Dengan demikian, melalui pengukuran kinerja organisasi inilah dasar 

pengambilan keputusan yang tepat dapat dikembangkan juga 

dipertanggungjawabkan oleh organisasi. 

Bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada 

masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat 

penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Pengukuran 

kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan. Proses 

perencanaan strategi dan tujuan tidak ada artinya tanpa adanya kemampuan 

untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Pengukuran kinerja 

memungkinkan organisasi untuk menentukan penggunaan sumber daya secara 

efektif. 

b. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat pencapaian kinerja. Maka untuk 

bisa mencapai kinerja yang baik dibutuhkan tujuan yang jelas pula. Bila 
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pengukuran kinerja dilakukan secara terus menerus maka hal tersebut akan 

memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan yang terus menerus 

dilakukan akan mencapai keberhasilan yang perusahaan inginkan untuk 

kedepannya. Berikut berberapa tujuan pengukuran kinerja sektor publik yaitu: 

1) Untuk menetapkan strategi dengan lebih baik. 

2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang. 

3) Untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan 

kemampuan kolektif yang rasional. 

4) Untuk menciptakan Akuntabilitas Publik. 

Adapun manfaat pengukuran kinerja sektor publik ialah: 

1) Memberi pemahaman tentang ukuran yang digunakan dalam menilai 

kinerja. 

2) Memberi arahan untuk mencapai tujuan atau target kinerja yang telah 

ditetapkan. 

3) Memastikan bahwa keputusan yang diambil dilakukan secara objektif. 

4) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja. 

 

5. Kinerja Keuangan 

a. Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan dalam konteks dunia usaha mengandung pengertian 

yang sangat luas. Pengertian kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (2007) adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. 
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Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan 

pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, 

likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006:239). 

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan 

perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai 

aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan 

adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

Tujuan pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk diketahui 

karena pengukuran yang dilakukan dapat mempengaruhi perilaku pengambilan 

keputusan dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan 

tergantung pada sudut pandang yang diambil dan tujuan analisis. Karena alasan 

itu, pihak manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi 

perusahaan dengan alat ukur penilaian kinerja yang akan digunakan serta 

tujuan pengukuran kinerja keuangan tersebut. Menurut Munawir (2012), tujuan 

dari melakukan kinerja keuangan adalah: 

1) Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera 

diselesaikan pada saat ditagih. 
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2) Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

3) Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut 

dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4) Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-

hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada 

waktunya. 

 

c. Pengukuran dan Penilaian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan 

penilaian kinerja. Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi serta 

efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. 

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas 

kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis 

kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review 

data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap 

keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. 

Penilaian kinerja keuangan sangat penting terutama bagi para investor 

karena akan digunakan sebagai suatu keputusan apakah perusahaan tempat 
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investor akan menanamkan modal dan mempertahankan investasinya atau akan 

berpindah investasi di tempat lain. 

Bagi perusahaan, penilaian kinerja keuangan dapat digunakan untuk 

mengukur prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, dapat 

digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan 

datang, serta melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat 

menilai kontribusi suatu divisi/bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Untuk menilai kinerja keuangan pada perusahaan, dapat menggunakan 

rasio atau indeks sebagai tolak ukur untuk menilai dan menghubungkan dua 

data keuangan pada laporan keuangan perusahaan. 

Adapun beberapa perbandingan yang terdapat dalam jenis analisis rasio 

keuangan meliputi dua bentuk, yaitu pertama, perbandingan rasio antara satu 

perusahaan lain yang sejenis, dan kedua yaitu membandingkan rasio di masa 

lalu, saat ini, ataupun masa yang akan datang untuk perusahaan yang sama. 

 

B. Kerangka Konseptual 

Organisasi sektor publik sering dianggap sebagai tempat inefisiensi, 

pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang sering merugi. Untuk itu 

perlu dilakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik agar menciptakan 

akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan penampilan hasil kerja, baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Akuntabilitas dapat berupa penampilan kerja 

perorangan maupun kelompok. Value for money merupakan metode yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. 
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Salah satu alat pengendalian yang mempunyai ukuran-ukuran akuntansi adalah 

anggaran. Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter 

maupun nonmoneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi 

perusahaan dalam satuan operasi. Anggaran sering digunakan untuk menilai 

akuntabilitas para manajer. Bonus, kenaikan gaji, dan promosi adalah semua hal 

yang dipengaruhi oleh kemampuan seorang manajer untuk mencapai atau 

melampaui tujuan yang direncanakan. Anggaran merupakan salah satu komponen 

penting untuk menterjemahkan keseluruhan strategi ke dalam rencana dan tujuan 

jangka pendek maupun jangka panjang dan juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, memotivasi dan karakteristik prestasi. 

Hasil atas pelaksanaan anggaran dilaporkan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan 

berbagai informasi terkait realisasi anggaran, pembiayaan, belanja dan lain 

sebagainya dan membandingkannya dengan jumlah anggaran di dalam suatu 

periode. 

Kinerja keuangan adalah evaluasi suatu perusahaan mengenai aset, kewajiban, 

ekuitas, biaya, pendapatan, dan profitabilitas secara keseluruhan.  Secara internal, 

kinerja keuangan diperiksa untuk menentukan tolak ukur atau pencapaian 

perusahaan saat ini. Bagi eksternal, kinerja keuangan dianalisis untuk menentukan 

peluang investasi potensial dan menentukan apakah suatu perusahaan layak bagi 

pihak eksternal tersebut. 

Value for money merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja pemerintah daerah. Value for Money merupakan konsep pengelolaan 
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organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, 

efesiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2013). Oleh karena itu, penulis akan 

mengukur rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas pada laporan 

realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara 

(Disnaker Provsu) tahun 2019-2021 untuk mengetahui kinerja keuangan Disnaker 

Provsu. 

Dari penjelasan diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual  

Laporan Realisasi Anggaran 

Rasio Ekonomis Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi 

Value for Money 

 

Kinerja Keuangan Disnaker Provsu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2015), 

penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan suatu hasil penelitian yang 

terkumpul sebagaimana adanya dan tidak digunakan untuk membuat kesimpulan 

yang lebih luas. 

B. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2013: 59), variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, kegiatan atau objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.  

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “Analisis Kinerja Keuangan dengan 

Pendekatan Value for Money pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi 

Sumatera Utara”. Maka definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Value for Money merupakan suatu indikator kinerja organisasi sektor publik 

untuk menilai suatu kinerja pada perusahaan publik yang juga digunakan untuk 

mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas segala kegiatan pada organisasi 

sektor publik tersebut. 
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2. Rasio Ekonomis 

Rasio ekonomis adalah suatu rasio pengukuran kinerja untuk mengukur tingkat 

ekonomis suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya. Ekonomis 

perolehan sumber daya dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. 

Ekonomis merupakan perbandingan antara sumber daya dengan biaya sumber 

daya yang dinyatakan dalam satuan moneter. Hal ini terkait dengan sejauh mana 

organisasi sektor publik dapat meminimalisir penggunaan sumber daya dengan 

menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif. 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 × 100% 

 

Adapun kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Kriteria Ekonomis 

 

Persentase Kinerja Kriteria 

100% Keatas Sangat Ekonomis 

90% - 100% Ekonomis 

80% - 90% Cukup Ekonomis 

60% – 80% Kurang Ekonomis 

Kurang Dari 60% Tidak Ekonomis 

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 

 

3. Rasio Efisiensi 

Rasio Efisiensi adalah suatu rasio pengukuran kinerja untuk mengukur seberapa 

efektifnya suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya. Pengukuran 

efisiensi ini dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara sesuatu yang 

dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.  Proses kegiatan operasional 
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bisa dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat di 

capai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 × 100% 

Adapun kriteria efisiensi dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Efiesiensi 

 

Persentase Kinerja  Kriteria 

100% Keatas Tidak Efisien 

90% - 100% Kurang Efisien 

80% - 90% Cukup Efisien 

60% – 80% Efisien 

Kurang Dari 60% Sangat Efisien 

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 

 

4. Rasio Efektivitas 

Rasio Efektivitas merupakan suatu rasio pengukuran kinerja untuk mengukur 

seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya. Efektivitas 

pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target suatu 

organisasi. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

tersebut mencapai tujuan atau sasaran akhir kebijakan. 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 × 100% 

 

Adapun kriteria efektivitas dalam penilaian kinerja yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Kriteria Efektivitas 

 

Persentase Kinerja  Kriteria 

100% Keatas Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% – 80% Kurang Efektif 

Kurang Dari 60% Tidak Efektif 

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi 

Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Asrama No.143 Dwi Kora, Medan 

Helvetia, Kota Medan. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai dengan Juli 

2022. 

Tabel 3.4 

Waktu Penelitian 

Kegiatan 

Penelitian 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan 

Judul 
                        

        

Pembuatan 

Proposal 
                        

        

Seminar 

Proposal 
                        

        

Pengumpul

an Data 
                        

        

Penyusuan 

Skripsi 
                        

        

Bimbingan 

Skripsi 
                        

        

Sidang 

Meja Hijau 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu 

penelitian yang menggunakan data konkrit berupa angka-angka yang dianalisis 

dengan teknik statistik untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Dimana data 

penelitian ini berupa data yang diambil dan dihitung merupakan data Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2019 sampai 

dengan 2021 pada Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder. Data sekunder yang diperoleh berupa dokumentasi yaitu jumlah hasil 

dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan realisasi pendapatan dan 

belanja daerah Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data 

dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan suatu cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mempelajari 

dokumen untuk memperoleh informasi ataupun data yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti. Sumber data penelitian ini berupa data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi 

Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan 

realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara 

pada tahun 2019-2021. 
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F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif. Analisis deskriptif 

adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mengumpulkan data yang ada untuk selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan 

sehingga mendapatkan hasil berupa gambaran yang sebenarnya dari suatu masalah 

yang sedang diteliti. Data yang didapat akan dianalisis secara kuantitatif dengan 

menggunakan rumus yang terdapat pada prinsip value for money, yaitu rasio 

ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Selanjutnya akan dijabarkan dalam 

bentuk deskriptif. Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan: 

1. Pengumpulan data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga 

Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara. Data yang dikumpulkan berupa 

laporan realisasi anggaran Disnaker Provsu pada tahun 2019- 2021. 

2. Melakukan analisis terhadap data 

Pada tahap ini penulis akan membuat perhitungan value for money yaitu rasio 

ekonomis, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi dengan menggunakan rumus 

yang ada. Setelah itu, hasil setiap perhitungan akan ditampilkan dalam bentuk 

tabel. 

3. Mendeskripsikan hasil perhitungan 

Tahap ini menjelaskan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada setiap rasio 

yang ada dengan melihat berdasarkan kriteria masing-masing rasio. 

4. Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

Tahapan terakhir yaitu membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara (Disnaker Provsu) 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. 

Tugas dari Disnaker Provsu yaitu melaksanakan urusan tenaga kerja dan 

transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada 

daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Disnaker Provsu 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan 

transmigrasi. 

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. 

3. Pengelolaan penempatan tenaga kerja dan pasar kerja. 

4. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja serta 

lembaga latihan. 

5. Pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi. 

6. Pengelolaan pemagangan. 

7. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. 

8. Pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan, tenaga 

kerja dan purna kerja, pengelolaan transmigrasi. 

9. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi 

kabupaten/kota. 
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10. Pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. 

11. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi. 

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi 

dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu: 

“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat.” 

Dan untuk merealisasikan visi Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi 

Sumatera Utara (Disnaker Provsu) diperlukan suatu perencanaan program atau 

kegiatan organisasi yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, Disnaker Provsu 

mempunyai misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam 

Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang 

cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata 

pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau. 

2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam 

Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola 

pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang 

berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis. 

3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam 

Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, 

kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri. 
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4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam 

Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, 

sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia. 

5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam 

Lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, 

penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab. 

Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa 

tujuan, yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 

2. Meningkatnya kesempatan kerja. 

3. Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja. 

4. Terwujudnya pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak 

berkembang dan layak lingkungan sehingga menjadi sentra produksi baru. 

Dengan adanya visi, misi dan tujuan Disnaker Provsu menunjukkan bahwa 

Disnaker Provsu menjadi organisasi dengan sistem anggaran kinerja. Menurut 

Mardiasmo (2013), sistem anggaran kinerja merupakan sistem anggaran yang 

mencakup tujuan dan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai 

instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. 

Penganggaran merupakan suatu kegiatan mengalokasikan sumber daya 

keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja yang cenderung tidak terbatas. 

Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan 

dalam satuan moneter sekaligus sebagai alat pengendalian. Anggaran dengan 

pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep Value for Money atau 
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pengawasan atas kinerja output. Value for Money merupakan inti dalam pengukuran 

kinerja pada organisasi pemerintah. Pengembangan indikator kinerja mendasarkan 

pada 3 elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas program dan 

kegiatan atau sering disebut dengan 3E.  

B. Analisis Data 

1. Rasio Ekonomis 

Untuk mengukur tingkat ekonomis Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi 

Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

Rasio Ekonomis =  
Realisasi Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah
 × 100% 

Tahun 2019 =  
49.453.131.346

54.462.365.423
 × 100% 

= 90,80% 

Tahun 2020 =  
41.893.912.917

44.100.158.875
 × 100% 

= 94,99% 

Tahun 2021 =  
47.022.066.385

50.200.740.052
 × 100% 

= 93,66% 

 

Tabel 4.1 

Rasio Ekonomis 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah Rasio Ekonomis 

2019 54.462.365.423 49.453.131.346 90,80% 

2020 44.100.158.875 41.893.912.917 94,99% 

2021 50.200.740.052 47.022.066.385 93,66% 

Sumber : Data diolah (2022) 
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Berdasarkan tabel 4.1, maka untuk rasio ekonomis Dinas Tenaga Kerja dan 

Teknologi Provinsi Sumatera Utara (Disnaker Provsu) pada tahun 2019 sampai 

dengan 2021 dengan rasio ekonomis masing-masing sebesar 90,80%; 94,99% dan 

93,66% termasuk dalam kategori ekonomis karena berada antara 90% sampai 

100%.  

Anggaran belanja tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 dan 

mengalami peningkatan pada tahun 2021 begitu juga realisasi belanja yang ikut 

mengalami kenaikan, hal ini dibuktikan dengan perhitungan rasio ekonomis bahwa 

tingkat ekonomis Disnaker Provsu mengalami penurunan. Akan tetapi, walaupun 

mengalami penurunan tingkat ekonomis Disnaker Provsu telah mampu melakukan 

penghematan belanja setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi 

anggaran bahwa setiap tahunnya anggaran belanja Disnaker Provsu  yang telah 

ditetapkan tidak habis terpakai saat realisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

Disnaker Provsu telah memenuhi syarat ekonomis. 

Rasio ekonomis Disnaker Provsu untuk tahun 2019 sampai tahun 2021 terus 

mengalami fluktuatif. Dengan dilakukannya analisis rasio ekonomis dapat 

diketahui seberapa besar tingkat ekonomis dengan membandingkan realisasi 

belanja Disnaker Provsu terhadap anggaran belanja yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

2. Rasio Efisiensi 

Untuk mengukur tingkat efisiensi Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi 

Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Rasio Efisiensi =  
Realisasi Belanja

Realisasi Pendapatan
 × 100% 

Tahun 2019 =  
49.453.131.346

1.777.481.300
 × 100% 

= 2.782,20% 

Tahun 2020 =  
41.893.912.917

2.066.757.700
 × 100% 

= 2.027,03% 

Tahun 2021 =  
47.022.066.385

1.769.698.740
 × 100% 

= 2.657,16% 

 

Tabel 4.2 

Rasio Efisiensi 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja Rasio Efisiensi 

2019 1.777.481.300 49.453.131.346 2.782,20% 

2020 2.066.757.700 41.893.912.917 2.027,03% 

2021 1.769.698.740 47.022.066.385 2.657,16% 

Sumber : Data diolah (2022) 

Berdasarkan data pada tabel 4.2, dapat dilihat rasio efisiensi Dinas Tenaga 

Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 2019 sampai dengan 

tahun 2021 berada dikategori tidak efisien karena hasil perhitungan menunjukkan 

angka diatas 100%. 

Hal ini berarti Disnaker Provsu dinilai tidak efisien dalam pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan. Walaupun Disnaker Provsu 

mampu menghasilkan pendapatan melebihi anggaran yang ditetapkan dan mampu 

melakukan penghematan belanja. Keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila 
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ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja tersebut 

lebih besar daripada realisasi anggaran pendapatan yang diterima. 

 

3. Rasio Efektivitas 

Untuk mengukur tingkat efektivitas Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi 

Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

Rasio Efektivitas =  
Realisasi Pendapatan

Anggaran Pendapatan
 × 100% 

Tahun 2019 =  
1.777.481.300

2.362.458.000
 × 100% 

 = 75,23% 

Tahun 2020 =  
2.066.757.700

1.505.000.000
 × 100% 

 = 137,32% 

Tahun 2021 =  
1.769.698.740

1.910.000.000
 × 100% 

 = 92,65% 

 

Tabel 4.3 

Rasio Efektivitas 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran Pendapatan Realisasi Pendapatan Rasio Efektivitas 

2019 2.362.458.000 1.777.481.300 75,23% 

2020 1.505.000.000 2.066.757.700 137,32% 

2021 1.910.000.000 1.769.698.740 92,65% 

Sumber : Data diolah (2022) 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat rasio efektivitas Dinas Tenaga Kerja dan 

Teknologi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 
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75,23% yang berarti dalam kategori kurang efektif karena berada diantara 60% 

sampai 80%. Sedangkan pada tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 137,32% yang 

berarti dalam kategori sangat efektif karena berada diatas 100%. Dan pada tahun 

2021 rasio efektivitas sebesar 92,65% sehingga termasuk dalam kategori efektif 

karena berada diantara 90% sampai 100%. 

C. Pembahasan 

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara (Disnaker 

Provsu) yang diukur dengan prinsip value for money mengalami penurunan, hal ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Rasio Ekonomis 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka perubahan tingkat rasio 

ekonomis Disnaker Provsu dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut: 
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Dapat dilihat dari grafik diatas menunjukkan bahwa rasio ekonomis Disnaker 

Provsu pada tahun 2019 adalah sebesar 90,80% sehingga termasuk dalam kategori 

ekonomis karena berada diantara 90% sampai dengan 100%. Pada tahun 2020 rasio 

ekonomis sebesar 94,99% sehingga termasuk dalam kategori ekonomis karena 

berada diantara 90% sampai dengan 100%, hal ini menunjukkan bahwa rasio 

ekonomis di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,19% dari tahun 2019. Dan 

pada tahun 2021 rasio ekonomis sebesar 93,66% sehingga termasuk dalam kategori 

ekonomis karena berada diantara 90% sampai dengan 100%, yang mana rasio 

ekonomis tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,33%. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat diartikan bahwa rasio ekonomis Disnaker Provsu pada tahun 2019 

sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. 

2. Rasio Efisiensi 

Hasil dari analisis data menunjukkan adanya perubahan tingkat rasio efisiensi 

Disnaker Provsu dari tahun 2019-2021 yang digambarkan sebagai berikut: 
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Untuk rasio efisiensi Disnaker Provsu tahun 2019 sebesar 2.782,20% sehingga 

berada dalam kategori tidak efisien karena rasio lebih dari 100%. Sedangkan pada 

tahun 2020 rasio efisiensi sebesar 2.027,03% sehingga berada dalam kategori tidak 

efisien karena berada diatas 100%, hal ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi pada 

tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019 namun masih belum merubah 

kategori menjadi lebih baik. Dan tahun 2021 rasio ekonomis sebesar 2.657,16% 

sehingga berada dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%, yang mana 

tingkat efisiensi mengalami penurunan dari tahun 2020. 

3. Rasio Efektivitas 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan tingkat rasio 

efektivitas Disnaker Provsu yang dapat digambarkan sebagai berikut: 
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dalam kategori sangat efektif karena berada diatas 100%, ini menunjukkan rasio 

efektivitas pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 62,09%. 

Dan pada tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 92,65% sehingga termasuk dalam 

kategori efektif karena berada antara 90% sampai 100%, yang mana terjadinya 

penurunan tingkat efektivitas pada tahun 2021 sebesar 44,67%. 

4. Terjadinya penurunan kinerja Disnaker Provsu disebabkan karena menurunnya 

pendapatan yang diterima sedangkan belanja yang dikeluarkan mengalami 

kenaikan. Sehingga defisit Disnaker Provsu setiap tahunnya terus bertambah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sampai 

dengan 2021 rasio ekenomis dan rasio efektivitas Disnaker Provsu mengalami 

fluktuasi yang masih tergolong normal, di sisi lain rasio efisiensi mengalami 

fluktuasi akan tetapi jauh dari kategori efisien. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian analisis kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja dan 

Teknologi dengan prinsip value for money dapat ditarik beberapa kesimpulan, 

sebagai berikut: 

a. Ditinjau dari rasio ekonomis, Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi 

Sumatera Utara tahun 2019-2021 sudah ekonomis karena realisasi belanja 

masih dibawah anggaran belanja, namun terjadi penurunan atas kinerjanya. 

b. Ditinjau dari rasio efisiensi, Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi 

Sumatera Utara tahun 2019-2021 tidak efisien karena setiap tahunnya realisasi 

belanja lebih besar daripada realisasi pendapatan yang berarti mengalami 

kerugian atau defisit secara terus menerus. 

c. Ditinjau dari rasio efektivitas, Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi 

Sumatera Utara tahun 2019-2021 sudah efektif karena mampu melebihi dan 

mendekati target pendapatan yang telah ditetapkan. Semakin sedikit sisa 

anggaran maka kinerja instansi semakin baik. Sebaliknya jika sisa anggaran 

banyak maka kinerja suatu instansi kurang baik, karena rencana kerja yang 

dilakukan kurang maksimal. 

d. Kinerja instansi Dinas Tenaga Kerja dan Tekonolgi Provinsi Sumatera Utara 

dapat dikatakan baik. Akan tetapi, kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi 

Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya mengaplikasikan value for money. 
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini terdapat beberapa 

saran dari peneliti, yaitu: 

1. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Teknologi Provinsi Sumatera Utara 

Diharapkan untuk mengurangi belanja semaksimal mungkin dan meningkatkan 

pendapatan. Sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau 

defisit. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan untuk melakukan penelitian di organisasi sektor publik lainnya 

terutama organisasi yang ada Sumatera Utara untuk mengetahui kinerja 

keuangannya. Sehingga organisasi sektor publik yang ada di Sumatera Utara 

menjadi lebih baik lagi. 
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